
BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 74 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN 

BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat
(7) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah;

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4.jUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang, 
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 



Menetapkan 

Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Tahun 2024 Nomor 350); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan 
Tahun 2012 Nomor 12) . 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PELAKSANAAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG 
MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 



5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

6. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang 
sah. 

9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang 
mernpunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat 
pengelola keuangan daerah. 

10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan BMD. 

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya 
disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala 
unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna 
Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik 
Daerah pada Pengguna Barang. 

13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengurus Barang adalah Pejabat dari/ atau Jabatan 
Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 

14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi 
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan 
menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat 
Penatausahaan Barang. 

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional 
Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, 
mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah 
pada Pengguna Barang. 



16. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan 
Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, 
Pengamanan dan Perneliharaan, Penilaian, 
Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, 
Penatausahaan dan Pembinaan, Pengawasan dan 
Pengendalian. 

1 7. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rmc1an kebutuhan Barang Milik Daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 
dalam melakukan tindakan yang akan datang. 

18. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen 
perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan 
Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan 
fungsi SKPD yang bersangkutan. 

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan. 

21. Standar barang adalah standarisasi sarana dan 
prasarana kerja. 

BAB II 

PRINSIP UMUM DAN LINGKUP PERENCANAAN 

KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Prinsip Umum 



Pasal 2 

(1) Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan 
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan 
fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. 

(2) Ketersediaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan BMD yang ada pada Pengelola Barang dan 
/ atau Pengguna Barang. 

(3) Perencanaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil 
BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam 
penyusunan RKBMD. 

Pasal 3 

(1) Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap 
tahun setelah rencana kerja (renja) SKPD ditetapkan. 

(2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat 
( 1) merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam 
pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan 
baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta 
penyusunan rencana kerja dan anggaran. 

Pasal4 

(1) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu 
pada rencana kerja (renja) SKPD. 

(2) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kecuali 
untuk penghapusan berpedoman pada: 

a. standarisasi sarana dan prasarana kerja; 

b . standar kebutuhan; dan/ atau 

c. standar harga. 

(3) Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah spesifikasi 
barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan 
pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. 

(4) Standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b adalah satuan jumlah barang yang 
dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan 
penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. 



(5) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai 
acuan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan. 

Pasal 5 

(1) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Penetapan standarisasi sarana dan prasarana kerja dan 
standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan setelah 
berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. 

Pasal 6 

(1) Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang 
mengusulkan RKBMD pengadaan BMD dengan 
berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana 
kerja dan standar kebutuhan. 

Pasal 7 

(1) Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD yang 
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di 
lingkungan SKPD yang dipimpinnya. 

(2) Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Pengelola 
Barang. 

(3) Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan 
RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama 
Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang 
pada Pengguna Barang dan / a tau Pengelola Barang. 

(4) Data barang pada Pengguna Barang dari/atau Pengelola 
Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara 
lain: 

a . laporan Daftar Barang Pengguna bulanan; 

b. laporan Daftar Barang Pengguna semesteran; 

c. laporan Daftar Barang Pengguna tahunan; 

d. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; 

e. laporan Daftar Barang Pengelola semesteran; 



f. laporan Daftar Barang Pengelola tahunan; 

g. laporan Daftar Barang Milik Daerah semesteran; 
dan 

h. laporan Daftar Barang milik daerah tahunan. 

(5) Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu Pejabat 
Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola. 

(6) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) merupakan anggota Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah. 

(7) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan dasar penyusunan RKBMD. 

Pasal 8 

RKBMD yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang 
digunakan oleh Pengguna Barang sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA­
SKPD). 

Bagian Kedua 

Lingkup Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 

Pasal 9 

(1) Perencanaan kebutuhan BMD meliputi: 

a. perencanaan pengadaan BMD; 

b. perencanaan pemeliharaan BMD; 

c. perencanaan pemanfaatan BMD; 

d . perencanaan pemindahtanganan BMD; dan 

e. perencanaan penghapusan BMD. 

(2) Perencanaan pengadaan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen 
RKBMD Pengadaan. 

(3) Perencanaan dokumen RKBMD pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: 

a. tanah dan/ a tau gedung dan bangunan;dan 

b. selain tanah dan/ atau bangunan berupa kendaraan 

dinas, berdasarkan standar barang dan standar 
kebutuhan. 



(4) Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemeliharaan. 

(5) Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD 
pemeliharaaan dikecualikan un tuk barang yang dari 
awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan. 

(6) Perencanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan. 

(7) Perencanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dituangkan dalam dokumen RKBMD 
Pemindahtanganan. 

(8) Perencanaan penghapusan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan. 

(9) Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD 
pemeliharaaan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) dan 
ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD 
pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan dan RKBMD 
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
ayat (7) dan ayat (8). 

( 10) Dokumen RKBMD pemanfaatan dan 
pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(6) dan ayat (7) disusun dengan tetap mengutamakan 
pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk 
memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. 

BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN RKBMD 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan 

Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang 



Pasal 10 

( 1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 
Pengadaan Barang Milik Daerah di lingkungan Kuasa 
Pengguna Barang yang dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan 
RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Pengguna Barang selambat-lambatnya 
minggu kedua bulan Mei tahun berjalan. 

Pasal 11 

( 1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan 
RKBMD Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) pada mmggu ketiga bulan Mei tahun 
berjalan. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang 
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna 
Barang dan Pengurus Barang Pengguna untuk 
melakukan penelitian (review) terhadap kebenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan 
untuk memastikan kebenaran data masukan (input) 
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang­
kurangnya mempertimbangkan: 

a. kesesuaian program perencanaan dan standar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan 
ayat (2); dan 

b. ketersediaan BMD di lingkungan Pengguna 
Barang. 

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh 
Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD Pengadaan 
BMD pada tingkat Pengguna Barang yang sekurang­
kurangnya memuat informasi: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 



b. nama Pengguna Barang; 

c. program; 

d. kegiatan; 

e. data daftar barang pada Pengguna Barang 
dan/ atau daftar barang pada Kuasa Pengguna 
Barang; dan 

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang 
disetujui. 

Pasal 12 

( 1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) 
ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan 
Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penelaahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 
minggu keempat bulan Mei tahun berjalan. 

Pasal 13 

( 1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 
Pemeliharaan BMD di lingkungan Kuasa Pengguna 
Barang yang dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan 
RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Pengguna Barang selambat- lambatnya 
minggu kedua bulan Mei tahun berjalan. 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang 

Pasal 14 

( 1) RKBMD pemeliharaan BMD tidak dapat diusulkan oleh 
Pengguna Barang dan/ atau Kuasa Pengguna Barang 
terhadap: 

a. BMD yang berada dalam kondisi rusak berat; 



b. BMD yang sedang dalam status penggunaan 
sementara; 

c. BMD yang sedang dalam status untuk 
dioperasikan oleh pihak lain; dan/ a tau 

d. BMD yang sedang menjadi objek pemanfaatan. 

(2) RKBMD pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Pengguna Barang 
yang menggunakan sementara BMD. 

(3) RKBMD pemeliharaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak 
termasuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai 
dengan jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan. 

Pasal 15 

( 1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan 
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa 
Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 ayat (2) pada minggu ketiga bulan Mei tahun 
berjalan. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan 
usulan RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh 
Kuasa Pengguna Barang se bagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), Pengguna Barang mengikutsertakan Pejabat 
Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang 
Pengguna untuk melakukan penelitian (review) 
terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
pemeliharaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk 
memastikan kebenaran data masukan (input) 
penyusunan RKBMD pemeliharaan yang sekurang­
kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa 
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai 
barang yang dipelihara. 

(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun 
RKBMD Pemeliharaan BMD tingkat Pengguna Barang 
yang sekurang-kurangnya rnemuat informasi: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 



b. nama Pengguna Barang; 

c. nama barang yang dipelihara; 

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 

e. rencana kebutuhan BMD yang disetujui. 

Pasal 16 

( 1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 
Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) 
ditandatangani Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil 
penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
disampaikan kepada Pengguna Barang paling lambat 
minggu keempat bulan Mei tahun berjalan. 

Pasal 17 

( 1) Pengguna Barang menghimpun RKBMD Pengadaan dan 
RKBMD Pemeliharaan dari Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan 
Pasal 16 ayat (2) untuk disampaikan kepada Pengelola 
Barang. 

(2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilengkapi surat pengantar RKBMD yang 
ditandatangani oleh Pengguna Barang dan data barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). 

(3) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD 
Pemeliharaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) oleh 
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dilakukan 
selambat-lambatnya minggu ke satu bulan Juni tahun 
berjalan. 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 



Pasal 18 

( 1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan BMD dilakukan 
terhadap: 

a. relevansi program dengan rencana keluaran 
(output) Pengguna Barang; 

b. optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah 
yang berada pada Pengguna Barang; dan 

c. efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah yang 
berada pada Pengguna Barang telah sesua1 
peruntukannya dalam rangka menunjang tugas 
dan fungsi SKPD. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya memperhatikan: 

a. kesesuaian program perencanaan dan standar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan 
ayat (2); dan 

b. data barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (4). 

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan Barang Milik 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan 
Barang Milik Daerah yang sekurang-kurangnya 
memuat: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b. nama Pengguna Barang; 

c. program; 

d. kegiatan; 

e. data daftar barang pada Pengguna Barang 
dan/ atau daftar barang pada Kuasa Pengguna 
Barang; dan 

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang 
disetujui. 

( 4) Dalam melaksanakan penelaahan BMD se bagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), Pengelola Barang 
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan 
Pengurus Barang Pengelola untuk menyiapkan dan 
memberikan pertimbangan terhadap kebenaran dan 
kelengkapan usulan RKBMD Pengadaanyang 



dilaksanakan selambat-larnbatnya minggu kedua bulan 
Juni tahun berjalan. 

Pasal 19 

( 1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan BMD dari 
Pengguna Barang se bagaimana dimaksud dalarn Pasal 
18 ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan 
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan 
Juni tahun berjalan. 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

Pasal20 

( 1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD dilakukan 
untuk melakukan telaahan terhadap data BMD yang 
diusulkan rencana pemeliharaannya. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya memperhatikan daftar barang pada 
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai 
status barang dan kondisi barang. 

(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan BMD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam 
hasil penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik 
daerah yang sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b. nama Pengguna Barang; 

c. nama barang yang dipelihara; 

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 

e. RKBMD yang disetujui 



(4) Dalam melaksanakan penelaahan Barang Milik 
Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola 
Barang mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan 
Barang dan Pengurus Barang Pengelola untuk 
rnenyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap 
kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
Pemeliharaan yang dilaksanakan selarnbat-lambatnya 
minggu kedua bulan Juni tahun berjalan. 

Pasal 21 

( 1) Basil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan Pengguna 
Barang sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh 
Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan 
berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

(3) RKBMD Perneliharaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) disampaikan oleh Pengguna Barang kepada 
Pengelola Barang paling lambat minggu ketiga bulan 
Juni. 

Pasal 22 

( 1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3) ditetapkan menjadi 
RKBMD pemerintah daerah oleh Pengelola Barang. 

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling 
lambat minggu keempat bulan Juni tahun barang milik 
daerah dari dalam Pasal 20 ayat (3) berjalan. 

Bagian Kelima 

Penyusunan Perubahan RKBMD 

Pasal 23 

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan 
RKBMD. 

(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD. 

(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap penyusunan perubahan RKBMD. 



Bagian Keenam 

Penyusunan RKBMD Untuk Kondisi Darurat 

Pasal 24 

(1) Dalam hal setelah batas akhir penyampaian RKBMD 
terdapat kondisi darurat, pengusulan penyediaan 
anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan 
penyediaan anggaran angka dasar ( baseline) dalam 
rangka rencana pengadaan dan/atau rencana 
pemeliharaan BMD dilakukan berdasarkan mekanisme 
penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi bencana alam dan gangguan keamanan skala 
besar. 

(3) Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) harus dilaporkan oleh Pengguna 
Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan 
penyampaian RKBMD Perubahan dan/atau RKBMD 
tahun berikutnya. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
digunakan oleh Pengelola Barang se bagai bahan 
pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas 
RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang 
bersangkutan pada APBD Perubahan tahun anggaran 
berkenaan dan/ atau APBD tahun anggaran berikutnya. 

Pasal 25 

( 1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah berwenang untuk 
menunda atau melanjutkan usulan anggaran untuk 
pemenuhan kebutuhan BMD dari Pengguna BMD. 

(2) Penundaan yang dimaksud dengan ayat (1) dilakukan 
karena: 

a. belum menyampaikan RKBMD Pengadaan dan 
Pemeliharaan; 

b. RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan tidak sesuai 
format yang ditentukan; 

c. analisa kebutuhan tidak dilakukan dengan cermat 
dan tepat; dan 

d . RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan tidak sesuai 
dengan pasal 4 ayat (2) . 



Pasal 26 

Format Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 27 

Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal 
diundangkan. 

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

TELAH DITELITI Ditetapkan di Pasuruan 

PEJABAT TANGGAL PARAF 

Sekretaris 
�,f Daerah 

Asisten PKR ro 
Plt. Ka. BPKPD /Iv 
Kabag. Hukum � 
Sekretaris 

tOt; BPKPD 

Kabid Aset � 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 27 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH, 

            ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 

pada tanggal 27 Desember 2024 

Pj. BUPATI PASURUAN, 

                ttd.

NURKHOLIS 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 74 



LAMPIRAN 

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

·····················, ,-:-----,:'----, ; 
Ku - P••-•• i I 

'----" ..... l!!Wl~~I!- ----: 
Ket : 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Gubernur/ Bueat:1 /Wallkotra 
PemepnaKekuaaaaa.PeaceJolaan 

leno«r Pllcnb 

Sckretul■ Daen.h 

I 

.:. - - - .J 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR TAHUN 2024 
TANGGAL 2024 

KepaJa. Petabat J>epgelola Keuangan Daerah 
Pejll.bat P•n•t•uN.baan Buans 

.- • • • • • • ! Dibentuk bcrdasarkan pcrtimbangan jumlah barang yang clikelola, be ban kerja, lokasi, kompete nsi dan/ atau rentang kendali dan pcrtimbangan objcktif lainnya. 

'• - •·• .. j 



B. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

1. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROPINSI 
KABUPATEN 
PENGGUNA BA.RANG 

USULAN R E NCANA KBBUTUHAN PENOADAAlf BARANO MILIK DAERAH 
(RENCANA PENOADAAR) 

KUASA PSNGOUNA BARANG . . . . . . ... . . (2} 

Jawa Timur 
Pasuruan 

....... (4) 

Uaalaa BIID 

TAHON ... . . /3) 

Kelnrtubaa llakalmlllll Data Daftar Bara .. Y•-• Dan t 

Halaman : ........ .. ... .. .. (1) 

............... w 
No. -/-taa/Bab -taa/ 0Klput Koe - Kama - J amWa 9a-., Jamlab Babum. Bode ...... aama Ban.aa; Jumlah Satm Jumlall a.nan Ket. 

10 II 12 15 

1. Ke..-intan ., . . . , . . 

b . 

1 v,v,v,x.x.xx,'Y'Y"Y 

2. K 
..: .. n Keaiatan . . 

1. V 

Sub Kesria.tan ... 

Outnut . 

Sub Ke,...; ......... . 

Y,Y , X,Y,Y,YY, 

15\ 16 1 17\ ,., IQ\ '1 0\ " '1 0\ '1 4 \ '1 5\ '1 6\ 1'71 1 1 a1 11Ql 

................ (20/ 
Kua.sa Pcngguna Ba.rang 

.. (2 1) 

NI P. .................. (22/ 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
( 4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/ sub kegiatan/ output berdasarkan 

rencana kerja perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(10) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(11) Diisi standart kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 
(12) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(14) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(15) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(16) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

( 1 7) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(18) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
( 19) Diisi keterangan dan / a tau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(20) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan. 
(21) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 

penandatanganan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 

Pengadaan BMD. 



2. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROPINSI 
KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

No. 

( 5 } 

PROGRAM/KEGIATAN/ 
OUTPUT 

2 
A . Pro2ra.m . . . . ...... . .. .... .. ... .. . ... . 

1. KeJZ:iatan . . ... . .. ..... ... . 
a . Sub Keo-ia tan .. . . .. . . . . . . ... . 

Ou tout . ... . . . .... .. . . . .. . . .. . . 

b. Sub Keo-iatan ..... 
Outout ...... . 

2 . Ke aia tan .... 
a . Sub Kefflatan . . . . .. ......... . 

Outout 

B. Proazram .. .. ...... . . . .......... . ... . . 
1. KeaiP1tan . . . . . . . .. .. . . ... . 

a. Sub K ellliatan ............ .. . . 
O u t out . . . . .. . ..... . .......... . 

b . Sub Ke llia tan ............. . 
O u tout ...... . .............. . . 

2. Kesria tan .... . . . . . .... . .. . 
a. Sub Ke1z:iatan ......... . .. .. . . 

Out put .. . . .. . . .. . . . ... . .... .. . 

C . O st 

(6 } 

KodeBarana: 

3 

(7 } 

USULAN Rll:NCANA KEBUTUHAN PB:MELIHARAAN BARANG MILIK DAB:RAH 
(Rll:NCANA PB:MELIHARAAN) 

KUASA PB:NGGUNA BARANG ... . .. . .. /2) 
TAHUN .. . .. (3) 

Halaman .. . . .. . /1) 
: Jawa Timur 
: P a suruan 
' .............................. (4) 

Barane Yana: Dfpellhara Uaulan Kebutuhan Pemellharaan 

Nam.a Barana: Jumlah Satuan 
Kondial Baran& lfama 

Statue Barana:,----
8
-~-----~-----1 Pem.eliharaan Jumlab S.tuan 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

( 8 } (9 } 1101 11 ll 11 2 1 11 31 11 4 1 11 51 11 6 1 fl 7 1 

•••• ••••• •• (1 9 } 
Kuasa Pengguna B arang 

·············· · •···· · ······ · ····•·· (20} 

.. . .. .. .. . . . .. .. . . .... . . . . .. . . . . . . . . . . . .... .. . (2 1) 
N I P ....... . ... . .... . .... . . .. . .. . . . . .. . .... (2 1) 

Keterana:an 

14 

11 8 1 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(9) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(10) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 11) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti 
digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.) 
( 15) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(16) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(17) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(18) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

( 19) Diisi tern pat dan tanggal Rencana Ke butuhan pemeliharaan BMD 
disahkan. 

(20) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 
penandatanganan Rencana Kebutuhan pemeliharaan BMD. 

(21) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
pemeliharaan BMD. 



3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA 
BARANG 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KOP SURAT .. ..... (1) 

... .... (2) 
Sangat Segera 
....... (3) berkas 
Hasil Penelaahan Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah Tahun .. ... (4) pada 
..... (5) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Kepada 
Yth ......... ...... (5) .... . 

di-

............ (6) ............ . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7) tanggal 
(7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD) Tahun . . . . . (4) pada . . . . (5) pada prinsipnya kami 
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat 
1n1. 

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi berupa 

satuan BMD yang direkomendasikan untuk dilakukan 
pengadaan dan/ atau pemeliharaan. 

2. Hasil Penelahaan usulan RKBMD untuk pengadaan dan 
RKBMD untuk pemeliharaan dengan memperhatikan 
ketersediaan anggaran. 

3. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh 
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 
perubahan menjadi RKBMD Kuasa Pengguna Barang. 

4. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 di atas paling lambat akhir bulan Juni. 

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih. 

Pengguna Barang 

Nama 
Pangkat ...... .... (8) .. .. . 
NIP .. .. (8) .... . 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Kop surat resmi yang berlaku pada perangkat daerah (pengguna barang) 
yang bersangkutan. 

(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(5) Diisi nama unit kerja perangkat daerah (kuasa pengguna barang) yang 

dikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan unit kerja perangkat daerah (kuasa pengguna 

barang). 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh unit 

kerja perangkat daerah (kuasa pengguna barang) yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan 

RKBMD. 



4. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINSI 
KABUPATEN 
PENGGUNA BA.RANG 

KO 

A 

PROORAM./KBOIATAII/ 
OUTPUT 

2 

. 
h . 

b Sub v--iatan . . 

2 . Keaiatan 

C. Dst .. 

6 

:JawaTimur 
: Pasuruan 

U8ULAJf RKIIMD 

KODB IIARAIIO 

.... ...... x.x ..... . xx. 

7 

. (4) 

JUMLAH 

'°' 

HASIL PltNltLAAHAN RltNCAMA KEBUTUHAN PltNGADAA.N DMD 
(RBNCANA PltN'OADAA.NJ 

KUA.BA PltlfOGUlfA BAR.ANG . ....... (2) 
TAHUN ... . ..... .. (3) 

KSBtJTOHjUI - DATA DAFTA.R BARAKO YAJll'O DA.PAT 
DIOPTDSALKAJI' 

aATUAJf JUMLAH aATUAJf 
KODB II.AMA 

B.ARAlfG BARAIIO 
JUMLAH s.ATUAJI 

9 JI 12 

0 " 4 15 "6 

Tapgga\ 

KIHIU'l'UHAN RILL 
BMD 

JUMLAH IIATUAJf 

1 3 

7 

Halam.an . .. ..... (1) 

...... CAif ... 
KSBUTUHAJI 

Pltll'OADAAN 1DU> CARA 
1--'YCCAJf=O"--'D,lccBccBTU=.cc..cJUlc..cc..c'--f PBMBIIUHAII 

J'UMLAH BA.TUAN 

1 5 

1191 

Dieetujui, 
Pengguna Barang . 

1211 

NIP. ..... .. .... (25) 

(23) 

(24) 

KST. 

18 

1221 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(10) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(11) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 
(12) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(14) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(15) Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(16) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, 

set, dan se bagainya. 
(17) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(18) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
( 19) Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui. 
(20) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(21) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(23) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan. 
(24) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 

Pengadaan BMD. 



5 . FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROPI NSI 
KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

KO 

17 1 

PROGRAII/KSOIATAII/ 
OUTPUT 

A. Pro• ram .. 
1 

a. "'--~ ~-~;~~-~-~--·.·_· 

Outnut .. 

Outnut .. 

2 . Kefflat•.,· ·· 
a. Suh ·atan ... 

Outnut .. 

B . Pro---- .. 

1 . Keviatan ... 

b . Sub Ke1riatan ... 

2 . Ke""atan . .. 
a . Sub Keaiatan ... . 

C Ost 
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:JawaTimur 
: Pasuruan 
'. ••••••••••••••••• •• ••• ••••••• •••• (4) 

HASIL PltlfEIAAHAII RltlfCAJIA KBBUTUHAJI PEMELIHARAAN BMD 
(REN'CAIIA PEMBLIHARAAN') 

KU.ASA PBllfGGUlfA. BARAIIO . . . . .. ... ... (2) 
TAHUII' . . . .. (3) 

Halaman .. ...... (1) 

RBNCAJIA KEBUTUHAN 
BARAKO YAJIO DIPBLIHARA UBULA.R KSIIV"l'UIIU PSIISLIHAltAM PSIIBLUIARAAJI 811D 

KODS IIARABO 

s 

x.x.x.x:r.- --

x.x.x.x.x.- --

...._ .... _ .... _ .... _ ... _- _ .......... 

19 1 

-IIARAIIO 

"" 

JUIII.AH 

s 

1111 

IIATUAK 
KOlfDISJ MRANO 

:-::.;:1--~--~-----1...a':_~ 
B RR RB 

6 ,o 

112 ! 11 3 l 15 rt 6 1 17 1 

(TAKO DISSTUJUII 

JUIIILAH IIATUAK JUIIILAH IIATUAK 

118 11 9 l (2C, 

.......................... (23) 
Disetujui , 

Pengguna Barang .. (24) 

(2 5) 
NIP ................................... (25) 

KIOT. 

22 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
( 4) Diisi nama provinsi yang bersangku tan. 

(5) Diisi nama kabupaten/kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 

seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
( 15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(19) Diisi satuan barang Pemelihaan yang diusulkan sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan 
se bagainya. 

(20) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara. 
(21) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(23) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 
disahkan. 

(24) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 

(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan BMD. 



6. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 

PEME RINTAH PROVINS: Javva Timu.r 
KABUPATEN : Paeurua.n. 
PENGGUNA BARANO ............................ ·••· (4) 

No. Proa:ram/J<.ea:lataa./Output 

A 

1l 
.. c, ....... - . 

2 1. K e .... ~- • - --

6 

R.ENC.ANA KEBUTUHAN PENO.A.DA.AN BA.RA.NG MILIK DAER.AH 
(R.BNCAN'A PENGADAAN, 

KUABA PENOGUNA BAR.ANG . . . .. . . . . .. . ... . {2) 
TAHUN ...... . (3) 

Halarnan : .......... , .. . ... (1) 

R.BNCAWA K.Bll'UTUHAK PBNGADAAII' DMD (YAJll'O DISBTUJVJ:) 
t-----------~------------~-------~---------------1C•ra Pemen.ub.aa 

Kocle Baran• llama Baran• Jumlah 
4 7 n 

17\ fR l nm ' 

·········• .. . .. .. . . .. . ... . ...... . . . . ( 1 3 ) 
Ku a.e a Penp:Jtun.a. Ba.ra.n.p: 

••••••••••••• ••••••••••• • • • ••• • •• • • •••••• • •• • (14) 

NIP .... . ......... . ............ . .......... (1 S / 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang 

bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(9) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(10) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 11) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa 
atau pembelian. 

(12) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya 
yang perlu diungkap. 

(13) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan 
BMD disahkan. 

(14) Diisi jabatan Kuasa Pengguna barang yang melakukan 
penandatanganan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

( 15) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 
Kebutuhan Pengadaan BMD. 



7. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERI NTAH PROPINSI 
KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

Ito. 

(5 

. 

• . 

PROGRAM/KJl:OlATAlf / 
OUTPUT 

.. .. ..... ... ... . - --::--;-

--;:::; . , iata.n ..... . . . ....... . 

6 

KocleBaran• 

.... ..... . x .- . ..,. _----.----· 
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• RR RB 

5 6 8 0 

191 1101 f1ii 

Hala.m.a.n . ... . . . { 1) 

Rea.oana Keba.tu.ban BKD Pem.ellbaraaa. (Y••• 

·--· Pem.ellharaan 

o·--~- •--•• 

Ju.mlah 

12 1 3 

fl 7) 11 8 1 

..... .. . . , . . .. .. . ................... /1 9/ 
Kuasa Pengguna Barang 

···•····•································· (20/ 

NIP ......................... . . 12 1) 



'/ 

Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(9) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(10) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
) , unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 11) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 
seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

( 12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B) . 
( 13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR) . 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB) . 
(15) Diisi uraian nama rencana kebutuhan BMD (yang disetujui). 
(16) Diisi kuantitas barang pada rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 

(yang disetujui). 
(17) Diisi satuan barang rencana kebutuhan pemeliharaan BMD yang 

disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m) , luas 
(m2

) , unit, buah, set, dan sebagainya. 
(18) Diisi keterangan dan/ atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(19) Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 

disahkan. 
(20) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 

penandatanganan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD. 
(21) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan rencana kebutuhan 

pemeliharaan BMD. 



8. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 

PEM ERI N T A I-I PROV J N S I 
KABUPA T E N 

110. x - ........... 
---••I Prosram / Kecl,ataa / Ou~£ 
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-·----- (20) 

NI P. ................ ( 2 1) 

'" 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman 

(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut 

(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 
berdasarkan rencana kerja perangkat daerah 

(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku 

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan 
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku 

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan 
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 
(10) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku 
(11) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 
(12) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan 
(13) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan 
( 14) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan un tuk dioptimalisasikan 
(15) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panJang 
(m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 

(16) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(17) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(18) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap 
( 19) Diisi tern pat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan 
(20) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 
(21) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 

Kebutuhan Pengadaan BMD 



9. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 

PEMERJNTAH PROPI NS: : Jawe. Timur 
KABUPATEN : Pa.su ruan 

x-............ 
Barans/Proeram/K .. lat:aa./Out:put: 

Kocl.•Ba.-.A& 

L---

r::: 

UBULAN RBNCANA KBBUTUHAN PEMELI~ BAR.ANG MILIK DAER.AH 
(H.ENCAN.A. PEJMlBLl"ffARA.AN) 

PENOOUN.A. BAR.AKO . .. ....... ( 2 ) 
TAHUN ..... ( 3 1 

Nam.a Ba.rans 
Kon.dial --•& 

RR RB 

Ha.larna.n ........ (l) 

Uaulan Kebut:uhaa. Pemellh•-•---...... 
Pemellbaraan. 

Jumlah 
Ket:eran.-a. 

. 

Pcngguna Ba.rang 
..... (181 

. (19) 

............. (20) 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 
seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

( 11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
( 16) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, 
buah, set, dan sebagainya. 

( 17) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(18) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan pemeliharaan BMD 
disahkan. 

( 19) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 
Rencana Kebutuhan pemeliharaan BMD. 

(20) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 
Kebutuhan pemeliharaan BMD. 



10. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH 
PENGELOLA BARANG 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KOP SURAT .. ... .. (1) 

....... (2) 
Sangat Segera 
..... .. (3) berkas 
Hasil Penelaahan Rencana 
Ke butuhan Barang Milik 
Daerah Tahun .. ... (4) pada 
.. ... (5) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Kepada 
Yth ...... ..... .. .. (5) ... . . 

di-

..... ...... . (6) ... . ..... ... . 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ...... (7) tanggal 
(7) hal usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 

(RKBMD) Tahun . . . . . (4) pada . . . . (5) pada prinsipnya kami 
menyetujui RKBMD sebagaimana diuraikan pada lampiran surat 
lnl. 

Untuk selanjutnya, Hasil Penelaahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
5. Hasil Penelaahan usulan RKBMD menyajikan informasi berupa 

satuan BMD yang direkomendasikan untuk dilakukan 
pengadaan dan/ a tau pemeliharaan. 

6. Hasil Penelahaan usulan RKBMD untuk pengadaan dan 
RKBMD untuk Pemeliharaan dengan memperhatikan 
ketersediaan anggaran. 

7. Hasil Penelaahan usulan RKBMD dapat diusulkan oleh 
Pengguna Barang kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 
perubahan menjadi RKBMD Pengguna Barang. 

8. Batas waktu penyampaian perubahan sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 di atas paling lambat Minggu ketiga bulan Juli. 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami 
ucapkan terima kasih. 

Pengelola Barang 

Nama 
Pangkat ... . .... .. (8) ... . . 
NIP ... . (8) ... . . 



Petunjuk Pengisian: 

(1) Kop surat resmi yang berlaku. 
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(5) Diisi perangkat daerah. 
(6) Diisi lokasi kedudukan perangkat daerah. 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat U sulan RKBMD yang dikirim oleh 

perangkat daerah yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil 

Penelaahan RKBMD. 



11. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG 

PEMERINTAH PROVINSI 
KABUPATEN 

KO 
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Pengel o l a Ba.rang .. . . .. ........ . . . 

N I P .............. . .. . ...... .. .... .. . . 

( :22) 

(23) 

(24) 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut 
(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/ output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku 
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku 

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan 
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 
(10) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku 
(11) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 
(12) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan 
(13) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan 
(14) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 
(15) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panJang 
(m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 

(16) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(17) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(18) Diisi kuantitas barang pada rencana kebutuhan pengadaan BMD 

(yang disetujui) 
(19) Diisi satuan barang pada rencana kebutuhan pengadaan BMD 

(yang disetujui) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya 

(20) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 
pembelian 

(21) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap 

(22) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 
disahkan 

(23) Diisi jabatan pengelola barang yang melakukan penandatanganan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pengadaan BMD 



12. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 
berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 

(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) 
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti 

digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
( 11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(16) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan 
se bagainya. 

(17) Diisi kuantitas rencana kebutuhan pemeliharaan BMD (yang disetujui). 
(18) Diisi satuan barang rencana kebutuhan pemeliharaan BMD (yang 

disetujui) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 19) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(20) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 

disahkan. 
(21) Diisi jabatan pengelola barang yang melakukan penandatanganan 

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 
(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan BMD. 



13. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 

P.E1'11ER.INTA H PR.C>Vl NSI 
K.A B UPATEN 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(10) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 

pembelian. 
(11) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(12) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan. 
(13) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan 

penandatanganan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 
(14) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 

Kebutuhan Pengadaan BMD. 



14. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 

PEM E RI NTAH PRO P I NSI : Jawa Timu r 
KABUPATEN : Pasuruan 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 
seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

( 11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
( 12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.) 
(14) Diisi uraian nama rencana kebutuhan pemeliharaan BMD (yang 

disetujui). 
(15) Diisi kuantitas barang pada rencana kebutuhan pemeliharaan 

BMD yang disetujui 
(16) Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaanya 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, 

buah, set, dan sebagainya. 
(17) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(18) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 

disahkan. 
( 19) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganab 

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 
(20) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 



15. FORMAT RKBMD PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(3) Diisi nomor urut. 
(4) Diisi nama pengguna barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(6) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (5) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(7) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 
(8) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(9) Diisi kuantitas barang pengadaan (yang disetujui). 
(10) Diisi satuan barang pengadaan (yang disetujui) sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan 

se bagainya. 
( 11) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa a tau 

pembelian. 
(12) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(13) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan. 
(14) Diisi pejabat yang melakukan penandatanganan Rencana 

Kebutuhan Pengadaan BMD 
( 15) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Ke butuhan 

Pengadaan BMD 



16. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi tahun anggaran RKBMD yng diusulkan. 
(3) Diisi nomor urut. 
(4) Diisi nama pengguna barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(5) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(6) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (5) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(7) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(8) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(9) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 

seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
( 10) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 

( 11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB) . 
(13) Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan BMD (yang disetujui). 
(14) Diisi kuantitas barang pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan 

BMD (yang disetujui). 
(15) Diisi satuan barang pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 

(yang disetujui) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2 ), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(16) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(17) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 
disahkan. 

(18) Diisi pejabat yang melakukan penandatangan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan BMD. 

( 19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 
Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 



17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi kuasa pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran yang akan diusulkan. 
( 4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama pengguna barang program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(9) Diisi Kuantitas BMD yang tercantum pada hasil penelaahan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang diusulkan untuk 
dilakukan perubahan. 

(10) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya 

(11) Diisi Kuantitas BMD yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan 
Pengadaan BMD 

(12) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang 
tercantum pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Pengadaan 
BMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada 

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang sudah pernah 
diusulkan sebelumnya 

(14) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku 

(15) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya 
(16) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan 
(17) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan 
(18) Diisijumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 
( 19) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang 
(m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya 
(20) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(21) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan 
(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap 
(23) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan 



(24) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 
penandatanganan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pengadaan BMD 



18. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(9) Diisi kuantitas barang yang dipelihara 
(10) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 11) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 

seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
( 12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
( 13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(15) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(16) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(17) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(18) Diisi Kuantitas BMD yang diusulkan menggantikan besaran 

satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan rencana 
kebutuhan pemeliharaan BMD. 

( 19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 
dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada 
hasil penelaahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(20) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada 
rencana kebutuhan pemeliharaan BMD yang sudah pernah 
diusulkan se belumnya. 

(21) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(22) Diisi tempat dan t!3.nggal Rencana Kebutuhan pemeliharaan BMD 
disahkan. 



(23) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 
penandatanganan Rencana Kebutuhan pemeliharaan BMD. 

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 
Kebutuhan pemeliharaan BMD. 

19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN 
RKBMD OLEH PENGGUNA BARANG 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KOP SURAT . . ..... (1) 

...... ..... (2) 
Sangat Segera 
... ........ (3) berkas 
Penyampaian Hasil 
Penelaahan U sulan 
Perubahan Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah Tahun ... .. (4) pada 
...... (5) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Kepada 
Yth . ......... .. ... (5) ... . . 

di-

..... . .... ... ... .. ....... (6) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ..... .. (7) tanggal 
(7) hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Hasil 

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 
Tahun . . . .. (4) pada . . . . . . (5) pada prinsipnya kami menyetujui 
dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD sebagaimana 
diuraikan pada lampiran surat ini. 

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan 
anggaran. 

Demikian kami sampaikan Atas perhatian Saudara, kami 
ucapkan terima kasih. 

Pengguna Barang 

Nama 
Pangkat ........ .. (8) . ... . 
NIP ..... (8) .... . 



Petunjuk Pengisian: 
( 1) Kop surat resmi yang berlaku pada perangkat daerah (pengguna barang) 

yang bersangkutan. 
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(5) Diisi unit kerja perangkat daerah (kuasapengguna barang) yang dikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan perangkat daerah. 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh 

perangkat daerah yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil 

Penelaahan RKBMD. 



20. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG 

PEMERJNTAH PROVINSI 
KABUPATEN 
PENOOUNA BARA.NG 

N O 

PROORAM/ Kll:OIATA1' / 
O UTPUT 

1 2 

IA -----
V' ·-· ... _ . """., ·-

~------· 

., ., 
. .,,, ... ., ·-

~----··· .. nst ···· •• 

IA ~---., 
. """ 

~------· 

., ., 

a C::,,h v--m .... .,,.,. 

~------

... ns• . ... .... 

lco ~--

"" ''" 

: JawaTimur 
: Pa.suruan 
... .. ... ... .. ......... ....... . ...... . . (4) 

U■ULAII ltSRCAJIA KBBUTUHAII PBROADAAJf BMD 

8BIIULA 
KOD II: BARAIIO RAMA BAR.ANO 

JUIO.AH BATUA1' 

3 • 5 6 

v.v.v.v . - --· 

v.x.v.v.·· ·-· ·--· 

v.v.··---

v.v.v.v.·· ·-· ·-

171 IRl IQl ' , n, 

PERUBAl:IAN HASIL PltNBLAAIIAN RltNCANA KEBUTUHAN PltNOADAAN DMD 
(PltRUBAHAN RltNCANA PBNOADAAN ) 
KUASA PltNOOUNA BA.RANG ......•• (2) 

TAHON ...... . .... (3} 

KBBUTUHAlf DATA DArTAR BARAIIO YAIIO DAPAT 
IIAKSJIIUM DIO PTIMALll!lASIKAR 

MSRJADI - KODB IIAMA 
JUMLAH BATUA1' JUIIILAH BATUA1' 

PBRUIIAIIAlf BARAIIO BARAIIO 
JUIO.AH BATUA1' 

7 8 9 10 11 12 13 ,. 15 

",l 11?1 " '" ",. '"" '11,1 1171 11B1 Ql 

Tanagal 

Hala.mam . ...... .. .......... (l) 

PSKBLAAHAII PSRUIIAHAII 

KBIIUTUIIAJI RILL RBIICAIIA KBIIUTUHAJI PBROADAAII 
IUD) BMD 

(YA1'0 D IBBTUJUI) KST. 

JUMLAH BATUA1' J UIO.AH 
CARA 

BATUA1' P&MSNUHAII 

1 6 17 18 1 9 2 1 2 2 

·~~· t?ll ,nn , ·~~, ,n~ 

..... .. (26) 
Disetujui, 

Pengguna Bara.ng ....... . .......... (27) 

f28) 
NIP. (2B) 



Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi kuasa pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(9) Diisi Kuantitas BMD yang tercantum pada hasil penelaahan Rencana 

Kebutuhan Pengadaan BMD yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan 

( 10) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(11) Diisi Kuantitas BMD yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan 
Pengadaan BMD. 

( 12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

( 13) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada Rencana 
Kebutuhan Pengadaan BMD yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(14) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

( 15) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(16) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
( 17) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
(18) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 
(19) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(20) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(21) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 



(22) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan 
perubahan. 

(23) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

), 

unit, buah, set, dan sebagainya . 
(24) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(25) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(26) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan. 
(27) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 
(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 

Pengadaan BMD. 



21. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG 

PEMERJNTA H PROPINSI 
KABUPATEN 
PENGGUNA BARA.NG 

■o. 

A 

,., 

? 

PllOOltAM/KSOIATAJI / 
OUTPUT 
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• S uh 
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18 
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,o 

19 {201 {21 ,, 

/24/ 
Pengguna Barang 

......................... (2S} 

NIP ..... . ............... (26) 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 

(5) Diisi nomor urut. 
(6) Diisi nama program/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja 

perangkat daerah. 
(7) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(9) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(10) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 11) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 
seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(15) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan . 
(16) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
( 1 7) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, 

set, dan se bagainya. 
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran 

satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan rencana 
kebutuhan pemeliharaan BMD. 

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 
dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada 
hasil penelaahan rencana kebutuhan BMD sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

(20) Diisi alasan yang mendasari perubahan rencana kebutuhan 
pemeliharaan BMD yang sudah diusulkan se belumnya. 

(21) Diisi kuantitas Perubahan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 
(yang disetujui). 

(22) Diisi satuan Perubahan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 
(yang disetujui) . 

(23) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(24) Diisi tempat dan tanggal RKBMD pemeliharaan disahkan. 



(25) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 
RKBMD pemeliharaan. 

(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan RKBMD 
pemeliharaan. 



22. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINS! 
KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

ll'o. hopam/Kepatan/Output 

2 

A . Pro2ra m .. . . .... . ... . .. . . . .. . . . .... . . . . 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi kuasa pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi nomor urut. 

(6) Diisi nama program/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja 
perangkat daerah. 

(7) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(8) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (7) berdasarkan 
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(9) Diisi Kuantitas BMD yang tercantum pada hasil penelaahan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang diusulkan untuk 
dilakukan perubahan. 

(10) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(11) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang 
tercantum pada hasil penelaahan Rencana.Kebutuhan Pengadaan 
BMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 
unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang sudah pernah 
diusulkan sebelumnya. 

(14) Diisi perubahan kuantitas barang pada rencana kebutuhan 
pengadaan BMD yang disetujui. 

(15) Diisi perubahan satuan barang pada rencana kebutuhan 
pengadaan BMD yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(16) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 
pembelian. 

(17) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(18) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 
disahkan. 

( 19) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 
penandatanganan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(20) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pengadaan BMD. 



23. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROPI NSI 
KABUPATEN 
PENGGUNA BARANG 

No. 

(51 

PROORAM/KSOIATAN/ 
OUTPUT 
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Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

( 11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

Diisi nomor urut. 
Diisi nama program/kegiatan/ output berdasarkan rencana kerja 
perangkat daerah. 
Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (7) 
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 
Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 
seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B) . 
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR) . 
Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 
Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 
pemeliharaan. 
Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 
pemeliharaan. 
Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, 
set, dan se bagainya 
Diisi Kuantitas BMD yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan rencana kebutuhan 
pemeliharaan BMD. 
Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 
pemeliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang 
tercan tum pada hasil penelaahan rencana kebutuhan 
pemeliharaan BMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang 
(m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada 
rencana kebutuhan pemeliharaan BMD yang sudah pernah 
diusulkan sebelumnya. 
Diisi kuantitas barang pada perubahan rencana kebutuhan 
pemeliharaan BMD (yang disetujui). 
Diisi satuan barang pada rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 
yang disetujui pemeliharaanya sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m) , luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 



(23) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(24) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 
disahkan. 

(25) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 
penandatanganan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 

(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan BMD. 



24. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 

PEMERINTAH PROVINSI 
KABUPATEN 

: Jawa Timur 
: Pasuruan 

.. o . 
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Ku- Pencsun• 
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Hal arnan: ................ . (1) 
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Pengguna Barang 
....................................... (23) 

NIP .. . (24 ) 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 
berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 

(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan 
ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(8) Diisi Kuantitas BMD yang tercantum pada hasil penelaahan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang diusulkan untuk 
dilakukan perubahan. 

(9) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi Kuantitas BMD yang diusulkan menggantikan besaran 
satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan Rencana 
Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang 
tercantum pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Pengadaan 
BMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(12) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya erubahan pada 

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang sudah pernah 
diusulkan sebelumnya. 

(13) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 
ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan 
se bagainya. 

(15) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(16) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(17) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(18) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang 
(m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 



(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(22) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 
disahkan. 

(23) Diisijabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 
Kebutuhan Pengadaan BMD. 



25. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 

PgMERlNTAH PROPINSI ; .Jaw a Timur 
KABUPATE N : Paaurua.n 

K'IJA,a,A.Pll•OOUWA 
aARAJIO/PROORAM/K&OU..TAJf/ 
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PBKOOUKA 11.ARAXO . . . .. .. . . /21 
TAHUK ... .. (3) 

Barans Y-a Dlpellb .... ·-,_ __ ,._~-----~~•~_. .__,,l b•raan . -- Jum.lab -~ 
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... . ( 2 1 } 
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. . . 1221 

NIP .......... . ............................ (231 



- -------------------------------------

Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti 
digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, 
set, dan se bagainya. 

( 17) Diisi Kuantitas BMD yang diusulkan menggantikan besaran satuan 
barang yang tercantum pada hasil penelaahan rencana kebutuhan 
pemeliharaaan BMD. 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan rencana kebutuhan. pemeliharaan BMD sesuai ketentuan 
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan 
sebagainya 

( 19) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada rencana 
kebutuhan pemeliharaan BMD yang sudah pernah diusulkan 
se belumnya. 

(20) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(21) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 
disahkan. 

(22) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 

(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan BMD. 



26. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH 
PENGELOLA BARANG 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

KOP SURAT ..... .. (1) 

. .......... (2) 
Sangat Segera 
....... .. .. (3) berkas 
Penyampaian Hasil 
Penelaahan U sulan 
PerubahanRencana 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah Tahun ..... (4) pada 
...... (5) 

Tempat, Tanggal Bulan Tahun 

Kepada 
Yth . .............. (5) ... .... . 

di-

...... .. .. ...... ····· .... (6) 

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: ....... (7) tanggal 
(7J hal Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan Hasil 

Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 
Tahun . . . .. (4) pada . . . . . . (5) pada prinsipnya kami menyetujui 
dengan hasil Penelaahan Perubahan RKBMD sebagaimana 
diuraikan pada lampiran surat ini. 

Untuk selanjutnya, Perubahan RKBMD dapat dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. 

Demikian kami sampaikan Atas perhatian Saudara, kami 
ucapkan terima kasih. 

Pengelola Barang 

Nama 
Pangkat ... ... .. .. (8) .. .. . 
NIP ... .. (8) .... . 

Petunjuk Pengisian: 
( 1) Kop surat resmi yang berlaku. 
(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 
(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 



(5) Diisi perangkat daerah (pengguna barang) yang dikirim. 
(6) Diisi lokasi kedudukan perangkat daerah. 
(7) Diisi nomor dan tanggal surat U sulan RKBMD yang dikirim oleh 

perangkat daerah yang bersangkutan. 
(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil 

Penelaahan RKBMD. 



------------------------------ ------ - ------ --- ---

27. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG 

PEMERINTAH PROVJNSI 
KABU PAT EN 

110 

,., 

KVAaA P&lfOOUIIA 
IIARAIIO/PROORAII/KaOlATAII/ 
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JUIILAH IIATUAII 
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D IOPTIIIALIBA81KAlt 

JVIILAH IIATUAII 
.nnD.AH IIATUAII JUIILAH SA.TUAN -PB RUIIAHAR 

KODS 
BARA1IO 

........ 
11ARA110 

'"' "°' " ... , '"' 

Tonavel 

Halain•in . .. . . ... . .. ... . .. . . (l) 

............... 
PSRUIIAHAII 

KSBUTUHAII RJU. R SNCAIIA 
1111D KSBUTUHAII 

P&lfOADAAII BIID CARA 
(YAIIO DUISTUJUI) PBll&IIUHAlf 

KST. 

JVIILAH IIATUAII JVIILAH II.A.TOAN 

............................. .. (25) 
Di seLu j u i, 

Pcn gc lo la B arang .. . ............. (26) 

N I P .. ............... (27) 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMG yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama pengguna barang/program/kegiatan/output berdasarkan 
rencana kerja perangkat daerah . 

(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 
barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti 

digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan 

se bagainya. 
(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan rencana kebutuhan 
pemeliharaan BMD. 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan rencana kebutuhan BMD sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(19) Diisi alasan yang mendasari perubahan rencana kebutuhan 

pemeliharaan BMD yang sudah diusulkan sebelumnya. 
(20) Diisi kuantitas perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 

(yang disetujui). 
(21) Diisi satuan perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD (yang 

disetujui) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 
unit, buah, set, dan sebagainya. 

(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(23) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 
disahkan. 

(24) Diisi pejabat barang yang melakukan penandatangan Rencana 
Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 

(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan BMD. 



(22) Diisi satuan barang Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang 
disetujui untuk dilakukan perubahan sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, set, dan 
se bagainya. 

(23) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 
pembelian. 

(24) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(25) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 
disahkan. 

(26) Diisi jabatan pengelola barang yang melakukan penandatanganan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 
Kebutuhan Pengadaan BMD. 



28. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG 

P E M ERINTAH PROPINS I : Jawa Timu r 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/ output 
berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 

(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) 
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang 
milik daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan 

se bagainya. 
( 10) Diisi- status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 

seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
( 11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan 

(RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk 

dilakukan pemeliharaan . 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2 ), unit, buah, 
set, dan sebagainya. 

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran 
satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan rencana 
kebutuhan pemeliharaan BMD. 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 
dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada 
hasil penelaahan rencana kebutuhan BMD sesuai ketentuan yang 
berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan 
sebagainya. 

( 19) Diisi alasan yang mendasari perubahan rencana kebutuhan 
pemeliharaan BMD yang sudah diusulkan se belumnya. 

(20) Diisi kuantitas perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan 
BMD (yang disetujui). 

(21) Diisi satuan perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 
(yang disetujui) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(23) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 

disahkan. 
(24) Diisi jabatan pengelola barang yang melakukan penandatangan 

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 



29. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi pengguna barang. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama kuasa pengguna barang program/kegiatan/output 
berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 

(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 
kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(8) Diisi Kuantitas BMD yang tercantum pada hasil penelaahan Rencana 
Kebutuhan Pengadaan BMD yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan. 

(9) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m) , luas 
(m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 
besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 
pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD sesuai 
ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2

) , unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(12) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada Rencana 
Kebutuhan Pengadaan BMD yang sudah pernah diusulkan 
sebelumnya. 

(13) Diisi perubahan kuantitas barang pada rencana kebutuhan 
pengadaan BMD yang disetujui. 

(14) Diisi perubahan satuan barang pada rencana kebutuhan pengadaan 
BMD yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 
luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 

( 15) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 
pembelian. 

(16) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 
diungkap. 

(17) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 
disahkan. 

(18) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 
Pengadaan BMD. 



30. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 

PEMERI NTAH PROPINSI : Jaw a Timur 
KABUPATEN : Pasurua.n 

KUABA paaQOUIIA 
IIARARO/PROGRAM./KBOIATAR/ 

OUTPUT 

. 
" 

. 

R 

. 

. K , 

___ ......... 

PBRUBAIIA]lf RBIICAJfA KBBUTUHAJI PBMELIHARAAJI BARAJIO MILIK DABRAH 
(PBRUBAHA.Jr RBNCAJfA PBMBLIHARAAII) 

a.--. Taaa DlpelUaara 

PBNOOUKA BARAJIO •••••• •• • (2) 
TAHUJI . . . .. (3 ) 

··­Sta.ta. ........ 1--"'-"-,'-='-'-=r--=----i -----•n 
B RR RB 

..,._n 
.--.a.an 

.._.._..._.._ a--.­
Kabablbaa ......ulaaraaa. DMD 

c,,ana...,.~m, 
ohunlah 

. ...... ... ... .. .... . .. ..... (23) 
Pc ngp;una Baran,r: 

... . . . ( 2 4) 

NIP . . . . .... . . .......... . . . ............... (25) 

Halaman . . ... . . . ( l) 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
( 4) Diisi nomor uru t. 
(5) Diisi nama kuasa pengguna barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 
daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2
} , unit, buah, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti 
digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

( 11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Ringan (RR) . 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB. 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
( 16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m) , luas (m2
} , unit , buah, set, 

dan sebagainya. 
( 17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran 

satuan barang yang tercan tum pada hasil penelaahan rencana 
kebutuhan pemeliharaan BMD. 

( 18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan rencana kebutuhan BMD sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(19) Diisi alasan yang mendasari perubahan rencana kebutuhan 

pemeliharaan BMD yang sudah diusulkan sebelumnya. 
(20) Diisi kuantitas perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 

(yang disetujui). 
(21) Diisi satuan perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 

(yang disetujui) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m) , 
luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(23) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 

disahkan. 



31. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

■o. -llaran&/Propam/Kepatan/Output 

D 

3 . Dst . 

-
'"' . ...,.st . 

....... ......... 

x.x.-..... ··. ---_ 

-.x.x.x.x.xx.xxx 

,., 

PERUllAIIAX RB1'"CAJl'A KEBUTUHAJf PBllfOADAAII BARAlfG MILIK DABRAH 
(PERUBAHAll' RBIICAlfA. PBll'OADAAII) 

KABUPATBll' PASURUA.l'f 
TAHUK •.... (2 ) 

,., n n, ~ 

Halarna,1: . . . . . .......... (1) 

Penabahan Kenc ana x.butuhan 
.......... BMD (Yana D~uJ) c ...... Peaa.nuban 

Jumlah 

= 
•••••• ••••••••••••••• ••• ••• (16) 

Pengelola Barang 
... (17) 

NIP.. . ... . ............... . ..... ( 18) 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(3) Diisi nomor urut. 
(4) Diisi nama pengguna barang program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja perangkat daerah. 
(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(6) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (5) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 
berlaku. 

(7) Diisi Kuantitas BMD yang tercantum pada hasil penelaahan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang diusulkan untuk 
dilakukan perubahan. 

(8) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(9) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan 
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD. 

(10) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 
perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang 
tercantum pada hasil penelaahan Rencana Kebutuhan Pengadaan 
BMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 11) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada 

Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD yang sudah pernah 
diusulkan sebelumnya. 

(12) Diisi perubahan kuantitas barang pada rencana kebutuhan 
pengadaan BMD yang disetujui. 

(13) Diisi perubahan satuan barang pada rencana kebutuhan 
pengadaan BMD yang disetujui sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(14) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 

pembelian. 
(15) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(16) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD 

disahkan. 
(17) Diisi pejabat yang melakukan penandatangan Rencana Kebutuhan 

Pengadaan BMD. 
(18) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana 

Kebutuhan Pengadaan BMD. 



32. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

Ro. 

A 

. 

--· Ba-•c/Prasra.a/X-,Slat:•n/Olllt:pat: 

" 

" 

Kodellaran& 

PERUBAHAI'( REKCAlfA KEBUTUHAII' PEIIIBLIHARA.All' BARAlfG MJLIK DAERAH 
(PERUBAIIAII' REKCAlfA PEMELDIARAAlif. 

KABUPATElf PABURUAlf 
TAHUl'f .. • .• (2 ) 

-n•a Y-a Dlpellha ... .... 111. ··-· Ja..tah -h•n 

.._ ..... ___ _ 

Ja.aala.b 9ataan 

hnaltallan Rancana 
KeltaWhan hm.ubara■a IDID ---~-·· JalDlah 

.......................... (23} 
Pen11.elole B a.ra.t'lR 

............................................... (2 4) 

N I P ...................................... 125 ) 

H alam,an . . . . . .. (1) 

Kceranp.n 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMG yang diusulkan. 
(4) Diisi nomor urut. 
(5) Diisi nama pengguna barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja perangkat daerah. 
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m2), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti 

digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Baik (B). 
(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 
(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipeliharajika Rusak Berat (RB). 
(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 
(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaanya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), unit, buah, set, dan 

se bagainya. 
( 17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan rencana kebutuhan 
pemeliharaan BMD. 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 
menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan rencana kebutuhan BMD sesuai ketentuan yang berlaku 
yaitu: panjang (m), luas (m2

), unit, buah, set, dan sebagainya. 
( 19) Diisi alasan yang mendasari perubahan rencana kebutuhan 

pemeliharaan BMD yang sudah diusulkan sebelumnya. 
(20) Diisi kuantitas perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD 

(yang disetujui). 
(21) Diisi satuan perubahan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD (yang 

disetujui) sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m2
), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(22) Diisi keterangan dan/ atau informasi pen ting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(23) Diisi tempat dan tanggal Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD 

disahkan. 
(24) Diisi pejabat barang yang melakukan penandatangan Rencana 

Kebutuhan Pemeliharaan BMD. 
(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan BMD. 



33. FORMAT RKBMD UNTUK PEMANFMTAN OLEH KUASA PENGGUNA BARANG 

PENGGUNA BARANG 
KABUPATEN 
PROVINSI 

NO KODEBARANG 

1 2 

(5) (6) 

... ................................ (4) 
Paauruan 
Jawa Timur 

NAMABARANG 

3 

f7l 

SPESIFIKASI 
NAMABARANG 

4 

f8l 

NIBAR 

5 

f9l 

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PEMANFAATAN) 

KUASA PENGGUNA BARANG ..... (2) 
TAHUN ANGGARAN .... (3) 

JUMLAHBARANG LOKASI PERUNTUKAN 

6 7 8 

{10) fll) {12) 

halaman .......... (11 

BENTUK 
JANG KAW AKTU KET. 

PEMANFAATAN 

9 10 11 

{13) (14) (15) 

. ................. , .................................... (16) 

KUASA PENGGUNA BARANG ......... (17) 

...... . ......................... .. ........................ (181 
NIP ...... .... .. .. ....................... .. .. .... ... ........... (18) 



Petunjuk Pengisian 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi no urut. 
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerahyang berlaku. 
(7) Diisi nama barang sesuai kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama spesifikasi barang sesuai kondisi lapangan. 
(9) Diisi nomor induk barang. 
(10) Diisi jumlah barang/luas dan satuan yang direncanakan untuk 

pemanfaatan barang milik daerah. 
(11) Diisi alamat barang milik daerah yang direncanakan untuk pemanfaatan 

barang milik daerah. 
(12) Diisi rencana peruntukan pemanfaatan. 
(13) Diisi rencana bentuk pemanfaatan, yaitu sewa/pinjam 

pakai/BGS/BSG/KSP /KSPI. 
(14) Diisi rencanajangka waktu pemanfaatan barang milik daerah. 
(15) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkapkan. 
(16) Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan pemanfaatan Barang Milik 

Daerah. 
( 1 7) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 

penandatanganan rencana kebutuhan pemanfaaatan Barang Milik 
Daerah. 

(18) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan rencana kebutuhan 
pemanfaatan Barang Milik Daerah. 



34. FORMAT RKBMD UNTUK PEMANFAATAN OLEH PENGGUNA BARANG 

KABUPATEN 
PROVINSI 

: Pasuruan 
: Jawa Timur 

NO KODEBARANG NAMAHARANG 

1 2 3 

{4) {5) (6) 

SPESIFIKASI 
NIHAR 

NAMAHARANG 

4 5 

(7) (8) 

RENCANA KEHUTUHAN HARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PEMANFAATAN) 
PENGGUNA HARANG ..... (2) 
TAHUN ANGGARAN .... (3) 

halaman .......... (1) 

JUMLAH HARANG LOKASI PERUNTUKAN 
HENTUK 

JANG KAW AKTU 
PEMANFAATAN 

6 7 8 9 10 

(9) (10) (11) (12) (13) 

.................. , ................................. ... (15) 

PENGGUNA HARANG ......... (16) 

...... ... ....... .. ..................................... ... (17) 
NIP ....... ....... ........ .. .. ... .... ..... ..... (17) 

KET. 

11 

(141 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi no urut. 
(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

Barang Milik Daerah yang berlaku. 
(6) Diisi nama barang sesuai kolom (5) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi yang berlaku. 
(7) Diisi nama spesifikasi barang sesuai kondisi lapangan. 
(8) Diisi nomor induk barang. 
(9) Diisi jumlah barang /luas dan satuan yang direncanakan untuk 

pemanfaatan Barang Milik Daerah. 
( 10) Diisi alamat barang milik daerah yang direncanakan untuk pemanfaatan 

Barang Milik Daerah. 
(11) Diisi rencana peruntukan pemanfaatan. 
(12) Diisi rencana bentuk pemanfaatan, yaitu sewa/pinjam 

pakai/ BGS / BSG / KSP / KSPI. 
( 13) Diisi rencana jangka waktu pemanfaatan barang milik daerah. 
(14) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkapkan. 
(15) Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan pemanfaatan Barang Milik 

Daerah. 
( 16) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 

rencana kebutuhan pemanfaaatan Barang Milik Daerah. 
(17) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan rencana kebutuhan 

pemanfaatan Barang Milik Daerah. 



35. FORMAT RKBMD UNTUK PEMINDAHTANGANAN OLEH KUASA PENGGUNA BARANG 

PENGGUNA BARANG 
KABUPATEN 
PROVINSI 

NO KODEBARANG 

1 2 

(5) (6) 

................................... (4) 
Pasuruan 
Jawa Timur 

NAMABARANG 

3 

(7) 

SPESIFIKASI 
NAMABARANG 

4 

(8) 

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PEMINDAHTANGANAN) 

KUASA PENGGUNA BARANG ........ (2) 
TAHUN ANGGARAN ..... (3) 

NILAI 
NIBAR 

JUMLAH 
LOKASI PEROLEHAN 

BARANG 
(Rp) 

5 6 7 8 

(9) (10) (11) (12) 

halaman .......... (l) 

BENTUK ALASAN RENCANA 
KET. 

PEMINDAHTANGANAN PEMINDAHTANGAN 

9 10 11 

(13) (14) (15) 

....... ........... , ...... ................ . ................. ..... (16) 
KUASA PENGGUNA BARANG .... (17) 

...... . ..................................................... (181 

NIP ............... .. .. .. ............................ (18) 



Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi no urut. 
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerahyang berlaku. 
(7) Diisi nama barang sesuai kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(8) Diisi jumlah barang dan satuan yang direncanakan untuk 

pemindahtangaan barang milik daerah. 
(9) Diisi nama spesifikasi barang sesuai kondisi lapangan. 
( 10) Diisi nomor induk barang. 
(11) Diisi alamat barang milik daerah yang direncanakan untuk 

pemindahtangaan barang milik daerah. 
( 12) Diisi nilai perolehan barang milik daerah. 
(13) Diisi rencana bentuk pemindahtangaan, yaitu penjualan, tukar 

menukar, hibah atau penyertaan modal. 
(14) Diisi dokumen alasan rencana pemindahtangaan barang milik daerah. 
(15) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkapkan. 
(16) Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan pemindahtangaan Barang 

Milik Daerah. 
( 1 7) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 

penandatanganan rencana kebutuhan pemindahtanganan Barang Milik 
Daerah. 

(18) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan rencana kebutuhan 
pemindahtangaan Barang Milik Daerah. 



36. FORMAT RKBMD UNTUK PEMINDAHTANGANAN OLEH PENGGUNA BARANG 

KABUPATE!f 
PROVllfSI 

lfO KODE BARAlfG 

1 2 

(4) (5) 

: Puuruan 
: JR'llra Timur 

If AMA BARAlfG 
SPESIFIKASI lfAMA 

BARAlfG 

3 4 

(6) (7) 

REif CANA KEBUTUHA!f BARAlfG MILIK DABRAH 
(RKlfCANA PEMilfDAHTANGANANI 

PElfGGUlfA BARA!fG ... .. (21 
TAHU!f ANGGARA!f ..... (31 

lflBAR JUMLAH BARAlfG LOKASI 

5 6 7 

(8) (9) (10) 

halaman .... .... .. (11 

lflLAI PEROLEHA!f BElfTUK ALASAlf RKlfCANA 
KET. 

(Rpl PEMilfDAHTANGANAN PEMilfDAHTANGAN 

8 9 10 11 

11 ll (1 2 ) 113) 114) 

......... . . . . . . ... . .. ........... . ..... ... ... ..... ... ... (151 
PElfGGUlfA BARA!fG .... ... .. (161 

...... .. . ... .. ............ .. .. . .. . .... . .. ...... ... ... .. ... (17) 
NIP ...... . . ... ..... ... .. ... .... . . .. .. ......... .. . ... .. .. (171 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi no urut. 
(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerahyang berlaku. 
(6) Diisi nama barang sesuai kolom (5) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama spesifikasi barang sesuai kondisi lapangan. 
(8) Diisi nomor induk barang. 
(9) Diisi jumlah barang dan satuan yang direncanakan untuk 

pemindahtangaan Barang Milik Daerah. 
(10) Diisi alamat barang milik daerah yang direncanakan untuk 

pemindahtangaan Barang Milik Daerah. 
(11) Diisi nilai perolehan barang milik daerah. 
(12) Diisi rencana bentuk pemindahtangaan, yaitu penjualan, tukar 

menukar, hibah atau penyertaan modal. 
( 13) Diisi dokumen kepemilikan barang milik daerah yang direncanakan 

untuk pemindahtangaan Barang Milik Daerah. 
(14) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkapkan. 
(15) Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan pemindahtangaan Barang 

Milik Daerah. 
(16) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan 

rencana kebutuhan pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 
(17) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan rencana kebutuhan 

pemindahtangaan Barang Milik Daerah. 



37. FORMAT RKBMD UNTUK PENGHAPUSAN OLEH KUASA PENGGUNA BARANG 

PENGGUNA BARANG 
KABUPATEN 
PROVINS! 

NO KODE BARANG 

1 2 

(51 (61 

................................... (4) 
Pasuruan 
Jawa Timur 

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGHAPUSAN) 

KUASA PENGGUNA BARANG ....... (2) 
TAHUN ANGGARAN ..... (3) 

NAMABARANG 
SPESIFIKASI NAMA 

NIBAR ! JUMLAH BARANG NILAI PEROLEHAN 
BARANG (Rp) 

3 4 5 6 7 

(7l 181 (91 '101 Ill\ 

.................. , .................................... (14) 
KUASA PENGGUNA BARANG ......... (15) 

.......................................................... (16) 
lflP ..... ... ... .. ......... ....... ...................... (16 

halaman .......... (11 

ALASAN RENCANA 
KET. 

PENGHAPUSAN 

8 9 

1121 1131 



Petunjuk Pengisian: 

( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama kuasa pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama pengguna barang. 
(5) Diisi no urut. 
(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

Barang Milik Daerah yang berlaku. 
(7) Diisi nama barang sesuai kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah yang berlaku. 
(8) Diisi nama spesifikasi barang sesuai kondisi lapangan. 
(9) Diisi nomor induk barang. 
( 10) Diisi jumlah barang dan satuan yang direncanakan untuk penghapusan 

Barang Milik Daerah. 
( 11) Diisi nilai perolehan barang milik daerah. 
( 12) Diisi alasan rencana penghapusan. 
(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkapkan. 
(14) Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan penghapusan Barang Milik 

Daerah. 
(15) Diisi jabatan kuasa pengguna barang yang melakukan 

penandatanganan rencana kebutuhan penghapusan Barang Milik 
Daerah. 

(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan rencana kebutuhan 
penghapusan Barang Milik Daerah. 



38. FORMAT RKBMD UNTUK PENGHAPUSAN OLEH PENGGUNA BARANG 

KABUPATEN 
PROVINSI 

NO KODEBARANG 

1 2 

(4) 15) 

: Pasuruan 
: Jawa Timur 

NAMABARANG 

3 

16) 

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
(RENCANA PENGHAPUSAN) 
PENGGUNA BARANG ....... (2) 

TAHUN ANGGARAN ..... (3) 

SPESIFIKASI NAMA 
NIBAR JUMLAHBARANG 

NILAI PEROLEHAN 
BARANG (Rp) 

4 5 6 . 7 

17) 18) 19) (10) 

............. . .... , ............................................. (13) 
PENGGUNA BARANG ......... (14) 

.............. .............................................. (15} 
NIP ...................................... ............. (15) 

halaman .......... (11 

ALASAN 
RENCANA KET. 

PENGHAPUSAN 

8 9 

1111 (1 2) 



Petunjuk Pengisian: 
( 1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama pengguna barang. 
(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan.
(4) Diisi no urut. 
(5) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi

barang milik daerah yang berlaku. 
(6) Diisi nama barang sesuai kolom (5) berdasarkan ketentuan

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku.
(7) Diisi nama spesifikasi barang sesuai kondisi lapangan.
(8) Diisi nomor induk barang. 
(9) Diisi jumlah barang dan satuan yang direncanakan untuk penghapusan

barang milik daerah. 
( 10) Diisi nilai perolehan barang milik daerah.
( 11) Diisi alasan rencana penghapusan. 
(12) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu

diungkapkan. 
(13) Diisi tempat dan tanggal rencana kebutuhan penghapusan Barang Milik

Daerah. 
(14) Diisi jabatan pengguna barang yang melakukan penandatanganan

rencana kebutuhan penghapusan Barang Milik Daerah. 
(15) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan rencana kebutuhan

penghapusan Barang Milik Daerah.

Pj. BUPATI PASURUAN,

               ttd.
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